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DENGAN RAKHMAT TUHAN YA1'G MAHA ESA 

BUPATJ KEPALA DAEi:.AH TINGKAT II REMBANG I 
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} .. 

Menimbang Bahwa untuk menertibkan dao menyelarask an 
dengan ma sa pembangunan pada dewssa ini, perlu 
memperbaha r ui Peraturan Daerah Tingkat l I Rem­ 
bang tentans membuat dan m embongkar baugunan 
tgl, 25 April 1962 dimuat dalam Lernbaran Daer ah 
Jawa Tengah Tahun 1963 Seri C No 3 diundang­ 
kan pada tanggal 31 Desember 1962 disahkaa oleh 
Guber nur Kepala Daerah Jawa Tengah deugan 
surat keputusan tgl. 6 September 1 t;62 No. Hk. 4/ 
I 41 /19, diubah tera k hir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Rembang tgl 14 Maret 1972, No. 2 
Tahuo 1972 dimuat dalam Lernbaran Daerah Ja­ 
wa Tengah tabun 1972 Seri C No 48 diundangkan 
tgl. 15 Maret l 'J72, disahk an oleh Guber nur Ke­ 
pala Daerah Jawa Teogab dengan surat keputusan 
1gl 31 Mei 1972 No hulrnm G.47/52/8 kareoa 

sudah tidak sesuai lagi deogan keadaan sekarar g 
I. Unda ng - uodang No 5 tahun l 974. 

2. Undang-undang No. I 3 tahun 1950 jo.P.P. No 
32 Tahun l 950. 

3. Undang - undang No. 12 / Ort. tahun 1957. 
De ngar. persetujuan Dewan I'erwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Daerah Trngkat ll Rembang. 

1 " M engingat 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 
PERATURA~ DAERAH KABUPATEN, DAE­ 
RAH TlNGKAT II REMBANG TENTANG 
MEMBUAT DAN MEMBONGKAR BANGUNAN 
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B A B I 

KETENTUAN - UM UM 

Pas a 1 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deogan : 
a. " Dewan " ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat Il Rernbaag. 
b. "Penata Sernpanaa" ialah kecuali pejabat tersebut, juga yang 

menurut pasal 3 ayat ( I J rnenjalankan pekerjaannya. 
c. "Jalan Umum " ialah semua jalan>, loroog2, jembatan-, pasar-, 

lapangans dan petamanans yang dipergunakan bagi lalu lintas 
umum. 

d, "Jalan kendaraan umum" ialah scmua jalan umum yang dapat 
dipergunakan uatuk minimal kendaraan bcroda dua. 

e, "Pcrairan umum " ialah semua suogai, parit-, terusanr, saluraa" 
air miaum daa lain sebagainya yang sejenis. 

f. "Garis2 Sempadaa" ialab garis2 yang ditetapkan oleb Dewan 
berhubung dengan kepentin jan pembuatan bangunan2 secara 
tcratur dan yang dalam mernbuat dan mempcrbabarui seluruhnya ~ 
a tau sebagian, sebuah baoguoan pada t!pi.i jalaa umum a tau 
perairan umum yang ada di oawah penguasaac Daer ah, tidak ... 
bolch dilanggar dan merupakan batas kearah 'jalan a tau perairan . 
itu, 

Pasal 2 
( I). Peraturan daerah ioi berlaku uo.tuk seluruh wilayah Kabupa­ 

ten Daerah Trngkat 11 Rembang, 
( 2 ), Peraturan daerah ioi tidak berlaku bagi pembuatan dan pe n­ 

bougkaraa bangunan - bangunan ya.ii., dilakukan oleh atas 
usaha Negara, Pemerintah Propinsi !Jaerai:J. Tingkat l Jawa II 

Tengah atau Kabupaten Daerah Tm ikat 11 elem bang, kecuati 
yang meogenai keteatuan- ketentuan - garis2 scmpad .. n, 

Pasal 3 

( 1 ). Pena ta sernpadan diangkat oleh Bupati Kepala Daera h, jika 
Penata Sempadao belum ada, maka jabatan tersebut dip ingku 
oleh Kepala Dioas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Ting­ 
kat 11 Rcmbang. 

"Bilamana pejabat tersebut sakit atau berhalangan Bupati Ke­ 
pala Daerah dapat meounjuk: seor mg wakiloya uotuk semen· 
tara •. 

'< I 
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(2) Penata Sempadan adalah Pegawai Daerah Kabupaten Daerab 
Tingkat II Rernbang. 

(3) Penata Sempadan sebelum rnem angku jabatannya harus mengu­ 
capkao sumpab atau janji dihadapan Bupati Kepala daerah 
seoagai ben b. u t : 

orvu ALLAH : 

Saya bersumpah I berjanji bahwa saya untuk mendapat jabatan 
atau pexerjaan saya inr, baik langsung rnaupun tidak langsung 
dengan nama atau dalih apapun, ridak memberikan atau men­ 
janjikan ataupun akan rnembenkan sesuuru kepada siapapun juga, 
Saya bersurnpahj berjanji bahwa saya untuk rnelakukan atau tidak 
melakukan sesuatu dalam jabatan iai, tidak sekali-kali akan me­ 
nerirna, langsuug ataupun tak Iangsung dari siapapun juga se­ 
suatu janji arau pernberian. 
Saya bersurnpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban 
saya sebagai Pcgswai Daerah Ti.rgk st l I Rern oang. dengan sebaik­ 
b riknya dan sejujur-jujurnya, babwa saya akan mernbantu me­ 
rnelihara sesala peraturan yang berlaku bagi Daerah Tingkat 1: 
Rembang, khususnya dan bagi Negara Republik Indonesia umum­ 
nya dan akan berusaha deogan sekuat tenaga mernajukan ke­ 
sejahteraan Daerah Tingkat l I Rernbang. 
Saya bersumpah/ berjanjanji bahwa saya akan setia kepada Ne­ 
gara Republic Indonesia dao akan senanuasa mcojunjung tingg 
kehormatun Negara dan Daerah. 

Pasal -i. 

Garis sernpadan scpanjang jalan? dan perairan? berada diba­ 
wah peogawasan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Rembang 

B A B II 
BAGIAN 1 

IDZIN MEMBUA r ATAU ME~B01'GKAR BANGUNAN .. Pasal 5 

(I) Tao pa idzin Bupati Kepala Daerah dilarang : 

a. Didalam Ibu Kota Kabup iten Daerah Tingkat II Rembang 
b. Did aiam Ibu Kota Wit ayab Kerja Pembantu Bupati Kepal: 

Daer.in Tingk rt IL Rernbang se Kibupaten Daerah Tingka 
11 Rernba.ig . - 

c. Didalarn Ibu Kota, Kecamatan se Kabupaten Daerah Ting­ 
kat 11 Rembang. 
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d. Didalarn jarak 100 merer dari sum bu jali n mifil:: Daerah 
·::::.:.;,;.:.t ii !<c,u.'.).lDf yang dapat dilalui kendaraan, yang adii. 
pada tikuag rn 2 jalan, persimpanganz jalan, a tau tempat> ra­ 
mai dan dianggap beaahay i bagi keamanan lalu-lintas, 

UNTUK: 
aa. meodirikan sesuatu bangunan apapun : 
bb, mengadakan perubahan, perbaikan atau pergantian pada 

bangunan sernula dan/apa saja yang termasuk bagian dari pa.­ 
danya, seperti, bangunan tambahan dao sumur, got, riol, 
kandang, garasi, dan tembok yang berdiri tersendin. 

cc. melakukan sesnatu pembongkaran ; 
dengan pengertian, bahwa sekedar Jarangan terrnaksi.d ber­ 
laku bagi tempat- tersebut dalam pasal 5 ayat I) suo b, c 
daa d, jika dipandang perlu, untuk tiap? bal untuk k~e:1- 
tiogao umum, Pemerintan Daerah dapat menentukaa pe - 
ngecualian dari sesuatu larangan, 

(2) Batas-batas !bu Kota Wilayah Kerja Pembaatu Bupari K.~p2.!2. 
Daerah Tingkat 11 Rernbang clan Kecamatau-kecamatan terse­ 
but dalam pasal 5 ayat t l J sub b dan c, ditetapkan ol:b Bu · 
pati Kepala Daerah. 

Pasal 6 

Dengan tidak memerlukan idzin Bupati Kepala .)aerah 
atau campur tangan Penata Sempadan, diperkenankan menger:'akan : 

a, Segala sesuatu yang termasuk pemeliharaan biasa seperti mem - 
plester, mengapur, mengetir, mencat dan menghias dinding. 

b. perbaikan-perbaikan ata.u perubahan-perubahan kecil seperri : 
l. lantai-lantai, asal tidak dengan menambah tingginya, 
2, bagian-bagian jendela dan pintu-pintu yang dapat bergerak, 

dinding juga penutup atap terrnasuk pula kasau ( usur dan 
dan reng dengan ukuran Iebar kurang dari dua meter, asal 
tidak dengan mengubah apa-apa pada bentuk atap dao tidak 
menggunakan bahan penutup yang lebih berat. 

3. Iangit-Iangit (pyan) dari bambu atau bahan yang ringan lainnya 
4. got-got dan tembok-ternbok yang berdiri tersendiri, aS:-1 tidak 

dengan mengubah sesuatu dalarn bentuknya, 
c, perbaikan - perbaikan kecil seperti : 

1, memindah atau membuat lobani- Iobang angin, J.iap lobang 
tidak lebih luas dari saru meter- persegi, 

.. 

.. 

.. 
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2. ernper-cmoer da n sengkuap-sengkuap y::,~ ditahan oleh kon­ 
sol dan tjj:it kcluar dari ternbok lebih d ari 0,60 merer da n 
selur uhnya masih ada didalarn garis sempadan. 

d mcmbuat baras-batas halarnan yang tidak rerdiri dari pasangan 
bata dan tidak ada disepanjang garis-garis sernpadan diiepi ja­ 
lan umurn. 

e. pernbongkaran bacgunan-bangunan : 
1. yang penutup atapnya terdiri dar i tenda , kajang dan bahaa - 

.. bahan sejenis lainnya. 
2. ternbok - ternbok penutup yang tingginya t idak melebihi 0,50 

meter diatas tanah asal udak mendukung bauguuan seluruh­ 
nya atau sebagian. 

3. lapisan -Japisan bata tegak kaki - kaki dindiog dar i batu. di­ 
atas t anah yang sifatnya sederhana. 

• 

Pasal 7. 

( ! ) Untuk mendapat kan idzin tiap - tiap pembuatan, pengubahan pcr­ 
baikan araupun pembongkaran bangunan sebagai dimak sud da-. 
lam pasal 5. yang berkcpentingan harus menyarnpaikan surat 

.,. pcrrnohocan izio, disertai rencana-rencana gambar-garnbar yang 
diperlukan, kepada Bupati Kepala Daer ah. 

(2) Surar-surat permohonan beserta larnpiran-Iampirannya oleh Bu­ 
pati Kepala Daerah dikirirnkan kepada Penata Sernpadan uotuk 
mendapat pcrtimbangan. Penata sernpadan menyatakan pcodapat 
nya secara tertulis dan meagirimkan kembali surat-surat itu ke­ 
pada Bupati Kepala Dacrah. 

(3r Apabita permohonao di kabulkan, oleh Bupati Kepala Dacrah 
dibuat surat keput usan pcrnberian idzia yang turunannya di­ 
sarnpaikan kepada pemohon dan kepada Penata Sempadan . 

(4) Surat keputusan pemberian idzin dicabut dalarn sebuah daftar 
idzin pembuate n dan pembongkar an bangunan-bangunan menu­ 
rut contoh yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dan 
disimpan c:i Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah 
Tingk:lt 11 Retnbang. 

.. 

Pasal 8 

(I) Pertimbangan yang diberikan oleh Pcoata Sempadan itu dengan 
disertai perhitungaa uang sempadan yang harus dibayar oleh 
yang berkepcntingan. 

(2) Jika Penata Sernpadan meng ajukan pertimbangan supaya per­ 
mohonan ditolak, mat a harus disertakan alasan sebab- sebab 
penolakannya. 
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(3) Ji'ca yang ber kepentingan rnenghcndaki, Bupati Kepala Daerah 
dapat rne.npertirnbangkan untuk menyerahkan permohonan yang 
ditolak rtu kepada sebuah Paniria yang terdiri dari sekurang­ 
kurangnya tiga orang anggo ta, seorang ditunjuk oleh Bupati 
Kcpala Daerah, seorang oleh yang berkepentingan, dan lainnya 
oleh kedua orang angggota Panitia tersebut. 

(4~. Sebagci ar ggota Paniua sedapat mungkin ditunjuk ahli-ahli ba­ 
ngunan, 

(5). Biaya- biaya perner iksaan yang diperlukan untuk pemeriksaan 
yang dilaxukan oleh Panitia akan ditetapkan oleb Bupati Ke­ 
pala Daerah menurut kebiasaan dan keadilan dan dibayarkan 
lebih dahulu kepada yang berkepentingao. 
Jika dalam pemeriksaan ternyata b.ihwa pihak pemohon yang 
benar maka biaya-biaya tersebut harus dikernbalikan kepada ber­ 
kcpentingan sedang biaya tersebur menjadi beban pemerintah. 

I 6). Panitia mengiri.nkan pertirnbangan kepada Bupati Kepala Da­ 
e rah yang kernudian mengarnbil keputusan terhadap permo­ 
honan tersebut. 

.. 

Pasal 9 

(I). Perrnintaa n idzin dan persetujuan terhadap rencana bangunan 
hanya ditolak dengan alasarr-alasan yang dirnuat dalarn surat ke­ 
putusan, berdasarkan kepentingan umum atau sesuatu peratu+an 
daer.ih atau peratu ·an yang lcbih ti cg jr. 

(2) Tiap-tiap idzin yang diber ikan pcrlu dengan syarat-syara t, ·bah­ 
wa keientuan - kerentuan dularn sernua peraturan terrna ksud 
ayat , ; ) yang berlaku bagi pekcrjaan yang bersang kuran, dita­ 
ati sebagai mana rnestinya. 

(3J. Ter hadapan penolakan idzin berdasarkan keperuingan urnurn, 
dapat din.int akan banding kepada Dewan dulam wak tu satu .. 
bulau sesudah tang jal keputusan periolakannya. 

BAGIAN 2 

KETENfUAN TE~ TA1'G P.Ei\.:CABUTAN DAN 
ilE~L<\ KUNYA JDZlN 

Pasal 10 

(I). Idzin dic ibut oleo Bupati Kepala Daerah, jika 
a. syarat-syarat yang dirnuat dalam surat idz.in tidak ditaati. 
b dalarn wuktu enam bulan terhitur.g mulai hari pemberian idzm, 

.. 

.. 
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pek erjaan belurn dirnulai dan juga j1k'.l selama waktu tiga bu­ 
Ian :er;:!rut-turut pekerjaan terhec;i .. ecuali jrka sebab -sebab 
ke.amoatan arau per ghentian pekerjaan iu dapat dibenarkan 
,,:e:1 Bupati Kepala Daerah untuk mengirirnkan perpanjangan 
.,,,,!.j.::.: atau melanjurkan pekerjaan. 

c dalara rr.elaksanakan pekerjaan, menyimpang dari ketenruan 
dalaza peraturan daerah ini dan f perarurc n-peraturan lainnya. 

(:?i Dalam ial-hal terrnaksud diaras, harus cimintakan idzin baru, 
apabila :· a ag ber kepenringan rnasrh rr.eag hendaki mengerjakan 
atau rce.acjutkan pernbuatan dan pembongkcran bangunan yang 
direncaz akan. 

Pasal 11 

.. 

(1, Surat :.:~n tidak akan diterimakan kepad.i yang berkepentingan 
sebeluza ia melunasi semua biaya yang tel.1::i ditentukan untuk itu, 

(2) Sesuarz pekerjran rersebut dalam pasal :-. tidak boleh dirnulai 
sebelum surat idzm direr irna oleh y:ing berkepeatingan, yang ber­ 
:.:ew;!_i::-.:;i mengusah rkan agar surat idzrn i.u senantiasa ada di - 
ternpat pekerjaan dan ditunjuk kan a.as pe-rnintaan pertarna de­ 
r.ga n ::,..on arau tulisan dari Penata Sempa dan atau Penjabat 
K:.:p0:.,:..;n. 

Pasal 12 

l: 1 S:i:1gc . ..:::i baru dapat rnulai nidiami da a dipergunakan sebula n 
se.elaa <eles rinya, rerhitung mulai hari penyaksiau oleh Pena­ 
ta Serr p adan mengenai kckuat an banguoan. atas pernberitahua n 
terrul.s c ari yang berkepenungan. Dalam hal ini Pcnata Sem­ 
padan oerkewajrban dalarn waktu del apan hari memberikan 
x e.e raz z an tertulis yang berkepemingau 
Keteraagan itu tidak ber laku bagi bangunan-bangunan yang penu­ 
n,p a::q::nyJ hanya terdiri: dar i kayu, barnbu, kajaog, tenda dan 
bahaa-cahan semacarn itu, mesk ipun berdiri diatas dasar batu 

(~1 Ternacap pembaharuan sebagian, tarangan itu hanya berlaku 
buat b1gi.lo yang diperbaharur. 

B A B III 

Pcrunjuk-petunjuk yang harus ditaati pada pembua raa 
dan pemr-oc gkaran banguna n. 

Pasal 13 

(I; D.:.:;-.:.:-.g mengerjakan bangunan yar..,; rr.eznerlekan idzin tersebut 
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d .. lam pasal 5, de::1f.::.::1 ::c.:;.k z:::-:gind:ihkan 
tersebur dalarn p.:.~:i .; : 

(2). Idzin untuk pcrbaixan aau pe mbaharuan segala sesuatu yang 
ada diluar garis serr.p ad.,u tidak dioerikan, k ecuali dengan iczin 
Bupati Kepala Daer.ra. 

Paul 14. 

( 1). Untuk mclaksanakaa pekerjaau-pekerjaan diluar garis sempadan 
jalan urnu m a tau pcrairan ue1~:11. asal ada sekurang-kura ngny a 
tiga meter dan aras t.!..:l?.~ rr.elo njak keluar, dapat diberikan idz.n 
oleh Bupcri Kepala Daerah, hanya untuk jangka wakru tertea.u 
at au sarnpai idzin itu dizabut, dengan syarai-syarat yang d i­ 
pa ndang perIu un n.k kerapian dan k eindaha n kora dan uarck 
me nghindari kerugian bagi pinak ketiga ; 

(2). Pekerjaan -pekerjaaa terse but dalarn ayat (I) yang relah ada­ 
pada saat mulai be nakunya peraturan daerah mi, dianggap tela h 
dilaksanakan dengsn idzin yang diberikan untuk wakiu samp zi 
ada pencabutan. 

Pasal 15 

(I,'- Untuk keperluan per oaikan, pernbuatan a tau pernbongkaran se­ 
suatu banj unan bo.eh dipasang para-para, pcrencak per encak, 
tirai-rirai C:ioding sernea.ara, d.luur garrs sempadan diatas jal e n 
umum, menurut pe.unjuk Penata Sempadao ; 

(2). Dalarn tirai-tirai dicding nu tidak boleh dtpasang pintu-pintu 
yang membuka keluar : 

(3). lintuk kepeuringan keamanan dan keselarnatan umum Bupati Kc­ 
para Daerah dapat raerneriutahkan supaya dipasang urai-ur ai d.n­ 
di og seper ti terse but diatas pzda waktu mengerjaka n pekerjaan-pe­ 
kcrjaan perbaikaa pembu.nan a taupun i,embongkart.n oangunan : 
Para-para, perencak - perencak den tirai-tirai dinding rersebut 
harus sepengeiahuan Bupati Kepala Daerah apabila pexerjaan re­ 
lah sclesa i, hares 5e,-et1l-.:i. disi agkirkan, sedang bekasny a I jalan 
urnum dan laia s::,:::.gaiay:i) harus dipulihkan kemoali dalazn 
kcadaan semula. 

Pasal 16. 

(1). Dalarn hal-hal ya:;g isrimewa Bupati Kepala Daerah dapat mern­ 
berikan icziu uc.ck wakru sarnpai ada pencuburan rnernbuat 
jalan-jalan ma suk ke z alaman rrotoir-troroir atau t.:.ngg::-t::in~~a 
pasangan diluar garis sernpacan. 

.. 

... 

.. 

., . 
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l::). Lebaraya diluar garis - gnris scmpadan dnn tinggi pcmasangan 
jalan-jalan untuk kchalarnan. t.!n:!g..!-i:till!.!-'~ oasangan atau tro­ 
ro.r-trctcir itu d!tent:,:;;,rn r-•" o.en J:9_1; Kcpara !Jaer:.h, de­ 
ngan mengiugat .ebar j .. l.i.J ue. i1.1:i~:i3 ce::i.~ :u syarat = syaru ; 
lalu Iin.as ; 

(3). Ha!-t-,31 terse but dalam ayat ( 2) p3S21 ioi tcrap mer upakan ba­ 
gian jalan umum scdang dr arasnya tidak belch dipasang pa­ 
gar-pagar, bangku - bangku, balok- balok, tia ng • tiang balk on 
atau lain sebagainya ; 

(4). Uatuk rnengubah jalan-jalan masuk halaman, tangga=-tanggn 
pasangan arau tr otoir- trotoir ini diper lukan juga idzin dari 
Bupati Kepala Daer ah, 

Pa~,.1 17. 

( l ), Sernua ternbok-terobok tiang pasangan, tiang betooan, tembok 
bat as halaman, pangkal - paagkal jernba tan, tiaog penaoggung 
jernbatan peiizer dao lain sebagainya harus didinkan dengan 
pondarnen yang baik menurut petunjuk petunjuk yaog diberi- 
kan atau disahkan oleb Bupati Kepala Daerah ; · 

( 2). Diatas pondamen-pondamen yang telah ada, a tau pondarnen 
baru, tidak boleh didirikan banguaan sebelurn d.pcroleh idzin 
dari Bupati Kepala Daerah, 

Pasal is. 
I Ii Dalarn menggunaka a batu mer ah, dilarang membuat ternbok­ 

tembok Juar dan tembok-tembok peoanggung yang tegak, buat 
rurnah-rurnah kedrarnan, gudang-gudang dan lam sebagainya, 
yang rebalnya kurang dari pada : 
a. satu batu buat bangunan tidak bcrtingkat yang tingi tembok­ 

nya kurang dari 3,5 (tiga sctengah i meter dioawah blandar ; 
satu setengah ba tu buat bangunan yang tiai;gi ternboknya 
rnelebihr .\50 meter dibawah blander ternbok, dan buat 
bangun.in yang bertingkat satu ; 

l dua batu buat bangunan terbawah dari bangunan bertingkat 
dua, selanjutnya dernrk ian, bahwa untuk trap- tiap tingkat 
iebih, tembox - ternbok ringkat bawab tebalnya harus ber­ 
rarnbah dengan serengab batu dao tembok-ternbok tiap tiap 
iingkat diatasnya tebalnya dapat berkurang setengah batu dari 
pada tingkat yang langsung boleh kurang dari satu batu : 
semua itu terbitung mulai dari bagian-bagian atas plin-plin 
( baturar, ) bawah. 

,, Lruuk ternbok-rembok dalam dao tembok ternbok bates, yang 
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didalarnnya tidak dipasang lapisan - lapisan balok tcbalnya 
sckura ag-kurangnya setengah batu atau kurang dari pada yang 
terscbut dalarn ayat (I) ; 

(3). Uotuk bangunan kecil dan ringan yang tidak bertingkat, dapat 
diperkenankan rnenggunakan tembok-ternbok setengah batu, asal 
ternbok - ternbok ini diperkuat dengan punggung - puoggung 
tcmbok ( pilar ) yaog didinkan sampai bagian- bagian bawah 
blandar ternbok ; 
Punggung-punggung tcrnbok (pilar) dan tiang pasangan sebagai 
pengganri tcmbok-tembok penyangga, jika tingginya 3 1/2 meter 
lebih, tebalnya harus sekurang-kurangnya satu batu ; 

(4). Jika bangunan mempergunakan bahan-bahan lain dari pada batu 
merah, maka ukuran minimum dan susunan tembok- terobok 
tiang pasangan punggung tembok dao sebagainya, tiap-tiap kali 
diterapkan dalam surat idzmnya Bupati Kepala Daer ah ; 

(5). Dalam pasal ini panjang batu merah dihitung sekuraag-kurang­ 
nya 22 centimeter ; 

(6). Dal am hal-hal istimewa Bupa ti Ke pa la Dae rah dapat member i 
idzin yang mcnyimpang dari ketentuan tersebut, atau memcrin­ 
tahkan pcnggunaan ukuran yang lebih tebal dari pada yang 
ditentukaa diatas. 

Pasal 19. 
(!). Tembok - tembok atau tiang pasangan sekali - kali tidak boleh 

mak in tebal keatas, kecuali apabila diizinkan oleh Bupati 
Kepala Daerah ; 

(2). Ketentuan dalam ayat {I) pasal ini tidak berlaku bagi konsul­ 
konsul biagkai penutup dan biogkai kerona ; 

(3). Dilarang membuat bagiari-bagian ini, baik sebagian maupun 
seluruhnya, dan plesteran, pemlesteran bentuk dasar yang me­ 
rnakai pasaogan dan pemasangan bingkai-bmgkai diperbolehkan. 

Pasal 20. 
Tembok-ternbok pemadam kebakaran dan tembok-tembok 

betas rumab- rurnah perak dao baoguoan- bangunan semacam itu, 
harus drpasang sekur ang -kurangaya 0,50 meter lebih tioggi dan 
pada penutup umum. 

Pasal 21. 
Pintu pintu sernua bangunan-bangunan umum yang ter­ 

ntarna dipergunakcn unn.k perternuan pertemuan 100 orang atau le­ 
:i!: ' ;;:~eja - ::~reja, gedung- gedung bioskoo J kesenian, harus dapa t 
membuk a kciu r deogan tidak mcngganggt, laiu lintas j::i:i::, umum . 
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Pasal 22. 
(1). Letsk lantai-lantai, ruangan-ruangan dalam rurnah-rumah ternbok 

can bangunan -bangunan yang mem.puoy:ii dasar pasangan yang 
dipergunakan untuk .tempat kediaman atau biasanya untuk di­ 
rempati orang, harus sekurang-kuraagnva 0, '25 meter dia tas ta· 
nah sekitarnya yang tertinggi yang berbatasan ; 

('.!). Bagi lantai-dantai yang telah ada, ketentuan dalam ayat ( I) 
pasal ini banya ber laku, apabila pernilik atas kehendak seudiri 
mengubah tinggi lantai, atau mengubah banguoan seluruhnya 
atau sebagian, dalam ha! mengubah sebagian hanya bagi lantai­ 
lantai bagian yang diperbaharui : 

(3J. Dalam ha! istimewa Bupati Kepala Daerah dapat memberikan 
pengecualian dao ketentuan diatas, 

Pa sa l 23. 

I • 

(!). Dimaria diperlukan peninggian pekarangan, maka peninggian itu 
harus dikerjakan dengan bahaa-bahan yang tidak mengganggu 
seharan ; 

(2). Jrka kckhawatiran yang beralasan, bahwa kesehatan penghuni 
penduduk akan terganggu uap tanah, maka seluruh Japisao ta­ 
nah yang diatasnya akan didirikan bangunan, harus digali dan 
kerr.udian drurug dan dipertinggi dengan bahan-bahan yang ti­ 
dak mengganggu kesehatan ; 

(3 ). D::.'.1m· galian dan tiggi urugan ditentukan oleh Bupati Kepala 
Daer ah. 

Pasal 2t . 

( l J. Sezcua tcmbox bangunan/rumah induk, rnaupun baogunan/rumah 
rambahan/samping, harus diberi trastram rnulai sekurang-kurang­ 
n~ a 0,21) meter dibawah dan 0,2e meter diatas lantai dan-tingkat 
t2::iah asal, dibuat dari batu pasangan yang baik I batu rnerah, 
ba:u kali, batu gunung, batu karang) dengan perekat yang sa­ 
ma nilainva, dan diplester dengan perekat yang sejenis ; 

,.: '· Uctuk pengsanti konstruksi ini diperbolehkan juga mernperguna­ 
kan konstruksi lain yang tidck kurang kckuatannya dari trastr arn, 
misatnya dengan mernpergunakan aspal atau bahan lam yang 
daoat rnencegah hawa lembab, untuk ini harus terlebih dahulu 
c:;er.:;.leh idzin dari Bupati Kepala Daerah : 

,3:. Pasangan-pasangan dibawah trastrarr , dan umumnya pada se­ 
sernua pasangan didalarn tanah yang !embab atau dalarri air, 
t:.::ak boleh rnenggunakan perekat yaag lebih lembek dari pada 
r-e-e cat bastertras (semen tiruan). 
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D.:.:!:::1 bcl luar biasa, (i.,?:;, diper gunakan perekat bas.ertras 
ye.~~ lembek bus t pekerja ari-pekerjaa n pasan g an c::a;:::.;:: ker icg 
si::;::.h memperoieh idzin .:::ri Bupat i Kcpata Daerah. 

Pasal 25. 

(I). Carnpuran (a dukan) tras yang kuat terdiri dari satu bagiaa gam­ 
p:::.; (kapur ) d :.:n dua bagian semen tr as. a tau san: bag ian 
serr.en Portlant 'P· c.) dan dua bagian pasir ; 

(2). Campuran basterrras c sernen tiruan ) terdiri dari satu bagian 
pa sir satu bagian kapur ba:u dan satu bagiao semen rr.e~ili, arau 
saru bagian kapur batu dan satu bagian semen Porrlant dan 
e:::pat bagian pasir ; 

(3). Campuran bastertras yang lernbek terdiri dan tiga bagiaa kapzr 
bazu dua semen merah, dan empat bagian pasir, atau saru ba gian 
semen Portlant, saru bagia n kapur dao empat bagian pasir ; 

(4). Carnpuran k apur te:i:ri dari satu bagian kapur batu can dua 
bagian pasir ; 

(5). Dalam rnernpergunakan tr as sebagai penganti semen Porrlan t 
a.au semen merah atau je::is kapur yang Jain buat pz sanga n 
beton atau pernakaian campuran kapur, campurannya direatuka n 
olen Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 26. 
Untuk pasangan - pasangan batu yang untuknya tidak 

diteottlan per ekat- perekat tras dalam per aturan daerah ini atau ti­ 
dak ditentukan dalam surat idzinnya, dapat digunaxan perekat 
campuran kapur. 

Pa!;al 27. 

(I). Dalam meodirikao tembok-te-nbok sesuatu bangunar., be.:3. ting­ 
gi antara tembok-ternbok peoaoggung yang sedang cidirikan, 
ridak boleh melebir i 0,40 meter, sedang rnengenai tern t-vk-tec,­ 
bok dari beton, tidak rnelebihi 0,30 merer : 

(~). Da.arn hal-hal luar :;iasa, Bupati K epala Daerah dapat mem - 
beri i Jzin yaog menyirapa ng dari kerentuaa iiu. 

Pa s a l 28. 

( I J. L'kuran-ukuran balok pea ger ed ( bindba lk ) dao jarak an tar a 
masing-rnasing balok pengeret rnemerlukan pengesaaan Bupati 
Kepala Daerah ter lebih dahulu ; 

(2) Rangkaian antara satu balok pengered dengan Iainnya, diper­ 
kuat deogao besi sauh secukupnya, yang ditanam kuat - kuat 
dalarn te:nbok dan pada te mpat b::t!ok- balo k peng ered saling 

·;, 

• i 

.. 
... 

.., 
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berternu, dihuhungkan der.gan be-. penvarnbung yang berbentuk 
e:.: ... ,: burung layaug-Iayang arau bvsr-bes: sauh lain, a tau derig.m 
p3pln-papan kayu secu~~pnya: 

(3). c;.:.:ran-ukurao besi-besi sauh pe nyambung at au papan-papa n 
k:i~ u mernerlukan pengesanan ua r i Bupur, Ke para Daera! L1:r­ 
Iebih da hulu ; 

(4). Ba.ok pengerer uotuk bangunan tingkat lebih tini;gi tidak bolch 
dipasang lebih dahulu sebelum rangk aian balok pengered ung­ 
kat dibawahnya di beri besi sauh dao pasangan scrta disabkan 
oleh Bupati Kepala D'aerah. 

(5). Rangkaian balok pecgeret harus disarnbungkan clan tetap disam­ 
bungkan satu dengan lainnya dengan pengikat-pengikat silang dan 
pengikat-pengikat laianya yang cukup banyaknya, hingga papa n­ 
papan lanrai dan papau-papan langit-langit ierpasang padanya. 

Pz.sal 29. 

(!). Sernua pekerjaan besi yang akan dirnasukkan kedalarn pasangan 
scr.:en harus dicat rneni dua kali ; 

(2,1. Besi-besi tulang untuk untuk konsruksi dalam beton be rtulang 
tidak terrnasuk dalarn ketentuan ini. 

~ Pa s a l 30. 
(I). Untuk pekerjan beton berrulang dan pada umurnnya bagi semua 

pekerja yang mernerlukan pengetahuan khusus tentang konstruksi 
da n pengetahuan yang rnendalarn rentang syarat- syarat iertentu, 
yang berkepentingan diharuskan untuk menyampaikan sebuah 
laporan yang dibuat oleh seorang ahli, tentang kesempurnaan 
konstruksi d..n cara penyelcngge raannya seperti direncanakan : 

(2l. Dalarn ha! yang dernikian itu, perigawasan at as tiap-tia p pc­ 
kcrjaan dapat diserahkun kepada seorang ahti yang khusus di­ 
tunjuk untuk itu : 

{3). D:.:!ya pengawasan rerscbut diatss. menjadi tanggungan pe­ 
nyelcnggara . ., 

Pasal 31. 
• Atap-atap tidak belch dipasang sebelum rangka-ra ngka, 

alat-alat penguat dan cara pemasangan besi sauh disetujui oleh 
Bupati Kepala Daerah. 

Pa s a l 32. 

Lantai-Iantai jernbatan tidak bolch dipasapg sebelum 
paugkal-pangkal [ernbatan penanggung- penanggung tcngah daa gela­ 
gar-gelagar disetujui oleh Bupati Kcpala Dae rah. 
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Pasal 33. 
( I). Dvl rrar.g mcnggunakan atau ketempatun bahan -bahan pekerjaan 

Lungune n yang tidak k uraug bark atau bahan-b:·han yang da­ 
p rt mco6g:in~gu k esehatan, atau carnpuran yang dapat mern­ 
l,aila> ... k an k eselamata a atau bahau-baban yang telah diapkir 
I leh Uup:.:ti Kepala Daeruh. ; 

(2. !'.p.ibila yang berkepenunjan rnerasa keberatan atas pengapkiran 
itu, m rxa ia dapat minra keputusan dari sesuatu panitia seperti 
terma k sud dalarn pasat 8, sctelah itu selanjutnya diselesaikan 
:.:!.).:1i2im.,na drurarka n d.dalamnya, dengan pengertian bahwa 
k:lla-~::!l:i. "mengarnoil k eputusan terhadap permintaan tersebut" 
~c:1:irusny:..1 dibaca "ruencntukan" 

Pasal 34. 
(I) Dal am pernbu i tan sebuah batas a ntara halarnan-halarnan (balk 

i:.!l:1mJn itu berdarnpingan satu dengan yang lain maupun de­ 
n jan jalan urnurm, serelah pernilik halarnan-halarnan yang ber­ 
oarasun di cenga r, maka cara pernbua tan dan unggi batas itu 
duetupkan oleh Bupari Kep rla Daeran dengan memperhatikao 
ad.u isti.idat seternpa t : 

('.';. Surnur surnur, parit-parit, got-got, jembatan-jembatan dan lain­ 
l rin sernuc.im i:u, dengan tidak rnengurangi ketentuan-ketentuan 
dalurn pas il 65, Kitab Undang-undang Huk urn Perdara, hanya 
boleh draduka n p.1da sua tu j.irak y:rng di tea tukan oleh Bupati 
Kepal.; Daeran, anrar r bat rs halaman yang berhirnpitau atau 
y.rng udak ; 

(3, Bangunan -bangunan yang dibuat dari bambu atau bahan lain 
yang mudah ter oakar, t idak bole h didirikan d alarn jarak ku­ 
t .in~ J.1n Iun r meter d rri bangunan-bangunan rnilik orang lain, 

Pas al 35 . 
. l) PaJa tiap-tiap pe.nbuatan, pengubahan atau pernbongkaran ba­ 

ngunan terrnak- ud dalam pasat 5, pernihk dan mereka yang 
disertui penyeleng garaannya , bark mengenai cara pernbuatan ma­ 
uoun mengenai b aha n- bahan yang a kan drpergunakanaya, ber­ 
kewujrban mernenuhi petunjuk - petunjuk yang diber:kan oleh 
ut au atas uarna Bupati Kep.ila Daer.ih untuk kepentingan kese­ 
Iama tan kesent aus aan dun kekuaran guna mencegah kecelakaan : 

(2) . Apabila y.1ng b.:r'.-.ep.::1ting.1n merasa keberaran at.is petunjuk­ 
petunjuk y.1n~ d::i::rik in rtu, m.ika i...1 d rp st minta keputusan 
d iri su itu p rniti i seperti terrnaksud dala:n pasal 8, setelah itu 
diselesaikun meuurut ketentuan dalam pasal tersebut juncto 
pas al .33 ayat {!) peraturan daerah ini, 

~. 

.. 

.. 

.... 
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B AB IV. 

KEWAjlBAN-KEWAJIBAN PE_MILI!t-PEMILIK ATAU 
PENGHUNI-PENGHUNI HALAMAN-BALAMAN ATAU 

PER.SIL - P.ER,IL •. 

... 

Pasal 36. 

(I) Pemilik-pemilik atau penghuoi-penghuci halamari-haiaman atau 
persil-persil yang didiami berkewajiba n mengusahakan supaya : 

a. bilamana keadaan halaman dan sekitarnya mengirirnkan air 
hujan dan air pembilas disalurkan deogan baik kedalam got­ 
got, parir-parit, kali-kali dan sebagainya dengan membikin 
saluran dihalaman ( jika perlu selokan pasangan ), dan jika 
selokan-selokan itu ditepi jalan urnum, barus ditutup dengan 
papan yang terlepas satu dan lain at au baban lam yang lebih 
baik dari itu menurut petunjuk Bupati Kepala Daerah ; 

b. selokan-selokan dan got-got dt halaman-halaman atau persil­ 
persil, supaya selalu dalarn perneliharaa a yang baik, dan jika 
Bupati Kepala Daerah memandang perlu, demi kepentingan 
kese hatan, harus dilengkapi at.au diturup dengan papan atau 
plat besi ; 

c. jika mereka mernpunyai jalan air melalui rumah atau hala­ 
man tetangganya, supaya didalam baras halaman mereka dipa­ 
sang ruji-ruji besi yang jaraknya satu dengan lainnya masing­ 
masing tidak melebihi 0,20 meter dan dipelihara baik-baik, 
sed ang didepan ruji ruji itu dari mana air rnengalir, diada­ 
ka n bale penarnpung yang rapat, yang panjang dan Jebarnya 
sekurang-kurangnya 1 1/2 dalam selckan dan dalamnya se­ 
kurang-kurangnya I l /2 dalam selokan ; 

d. supaya air hujan yang berasal dari at ap-atap jangan sarnpai 
mengalir a tau jatuh dihalaman a tau persil orang lain dan jalan 
urnum tidak dirusakkan karena air dari talang-talang atap ; 

e. supaya dihalaman ada kakus yang cukup baik dengan sumur 
kotoran dari pasangan yang rapat dan terturup, demikian 
itu jika tidak mungkin diadakan usaha-usaha lain yang la.­ 
yak: uatuk pernbuatan kotoran ; sumur kotoran itu harus 
dilengkapkan dengan cerobong bau yang kuat yang menon­ 
jol sampai sekurang=- kuraugnya 50 centimeter diatas garis 
tetes dari atap berdekatan atau setinggi msnurut petunjuk 
Penata Sempadan. 
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. .<:). C::.,:11 hal pcmr uang s n kotoran tcrjcdi kec.:.:::m got rerturcp, 
r. . .:,:2 nioa penghubcr.g dari kakus ke cot harus di.ec gkapi cc- 
n;.:.u s·;;u:ih ceror-oag -b:iu scperti tersebut ciatas, - 

t3). Di-nana telah ada sumur-surnur cndapan unruc kakus-kakcs, 
Bi.pari Kepala Daerc h dapa: mernutuskan diteruskan atau tidak­ 
::::.1 sumur-sumur endipan ierscbut. 

(4). Ketentuan dalarn ayat (I) sub e tidak bcrlaku untuk halamaa­ 
;.:?.lam:in kampung y:, ~~ tidak terletak pada tepi jaia a umurn. 

Pasal 37. 

(I). Pemilik bangunan atau halaman, jika bangunan-bacgunan d an 
turutannya dengan demikran juga pagar= pagar halama n atau 
je mbatan-jernba tan masuk, oleh Bupati Kepala Daerah d-oyat a­ 
ken rusak sedemiki m ru,», sehingga menirnbulkaa ke~::1:iwatir.1n 
akan roboh sebagian atau seluruhnya, berkewaj.ban mernper­ 
baiki semua iru secukupaya atau membongkarnya dalam wak­ 
tu ditentukan o'eh Bupati Kepala Daerah dengan teru::s. 

(2l. Dalarn ha! pemilik-pemiiik mcnghendaki per oaikan atau pemc a­ 
ngunan kernbali maxa mereka wajib rmrua idzin sebagaimana 
raestinya. 

(3). Ketentuan -ketentuan dalam ayat (I) dan (2) pasal ini berlaku 
juga untuk tepi- tepi, pangkalan -jiangkalan, turap -jurcp can 
senagainya, 

(-.). Dalarn hal-hal yang meuurut pandangan Bupati kepala Daer ah 
memerlukan tindakan dengan segera, oleh atau 2.1::.s n1:11a Bu­ 
pati Kepala Daerah dapat seketika dilaksanakan pekerja a n­ 
pekerjaan pertolongan aiau pernbongkar.in yang dipcrlukan a.as 
biaya pemilik. 

Pasal 38. 

(1) Pemilik-pemilik atau pe ;1:>.bi hala m rn. ba'k yang ad a b:i:-:;;,:r:~n­ 
aya maupun tidak, berkewajibau memperbolehkan para peg::o'-,:?i 
yang diserahi mengusut pelaoggaran-pelc nggs ran Per a-ur an D::­ 
erah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabup .. te n Dari · I 
Remnang, Penata Sernpadau & Sub Inspektorat Dcer ih Tingkat 
l[ Rembaog memasuki halarnan- halarnan itu antara jam C.::.t.O 
sampai jam l S 00. 

(2). Pada tiap pekerjaan pernbuatan, pengubahan atau p:::n·::,oogk~ran 
tersebut dalam pasal 5, pada pegawai yang diserah; mengc sut 
pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah ini, berhak mernasuki 
tempat pekerjaan, 
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BAB V 

KEWAJ•BAN-KEWAJIBAN KHUSUS B>.GI PE~ATA 
SEMPADA.S 

Pasal 39 

( I). Peo11;1 sempadan berkewajiban atas permin taan yang berke­ 
pemingan yang ditunjukka n kepad a Bupati Kepala Daerah, 
memeriksa bangunau bangunan y:!.::; telah ada d an mernberi 
surat ke ierangan kekuatannya .. 

(2) Besarnya beaya yang berhubun g deagan 
Rp I 000,- ( seribu rupiah) untuc r.ap-tiap 
y!ng harus dipenuhi dan dibayar dimuka, 

Pasal 40 

( ). Uctuk pernbuatan jernbatan jembataa dan urung-urung setelah 
meogadakan pemeriksaan seternpar, Penata Sempadan meng­ 
ajukan usu! yang disertai dasar dasar usu! itu teotang lengkang 
alircn y:ing diwajibkan berhubung ia dengan propil jalannya 
air dari jembatan-jembataa atau urung-urung yao5 telah ada 
dan apa yang telah diaami mengenai hJI itu. 

Joi, ditetapkan 
surat keterangau 

(2) Usul termsksud dalam ayat (I) pas al iai, oleh Bupati Kepala 
Dae rah diserahk an kepada penjabar- penjabat .~·egu1 a tau Da­ 
erah Tiogkat J yang berweaang. yang karena jabatanaya dan 
meourut peraturau-peraturac Dinas-dinas mereka harus me­ 
n g e ta bu Io ya. 

• 

Paul H 

Penata Sernpadan berkewajiban untuk sebelumnya atau' 
pada taaggal 10 tiap-tiap bula-i, mengiriaikan drngan cuma-cuma 
kepada kantor Pendafrarau Tanah daf'tar dari sernua pendirian 
bangcnan-bangunan dan pengubarlln. pengubahan yang penting­ 
penticg yang telah dikerjakan dan d.s e.esaikaa selama bulan yang 
lalu. 

Pa s a l 42 

(I). Pe aata sempadan berkewajiban ti rp-tiap hari memelibara se­ 
~u:i:i register yang dipolio da n dibubuhi tar:da peng esahan 
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sepatutnya menurut ::::::i::;to:: yang ditetapkan oleh Ik::,a:i Ke­ 
pala Daerah dala:n re gis.er - i :u dicatat dengan teli ti sernca 
pekerjaan yang d.se.e aggar ekan dengan disebutkan wak:u, 
tempat dan nama orang yang unruxnya pekerjaan-pekerjaan 
itu dilakukan, dan besarnya biaya yang diperhitungkan, 

(2). Dalam delapan hari setelaa akhir tiap-tiap bulan Penata Sera­ 
pad an mengirimkan turunan register tersebut kepada Bupati 
Kepa.a Daerah 

Pasal 43 

(1) Guna pengawasan tiap-riap pernbuatan bangunan ? Pena ta Sern­ 
padan berkewajibaa sekurang-kurangnya mengadaka a perne­ 
riksaan-pemeriksaa n yang cinamakan pemeriksaan-perneriksaan 
Sempadan sebagai b.:r::i.:ut : 

I. Pada pendirian pec empata a atau pemindahan bacgunan­ 
baogunan dan pada pernbuatan untuk memperbesar dac 
memperluas yang c::ngenai : 

a, bangunan-bangunan yang selurubnya dibuat dari bambu 
dengan tidak memakai sesuatu pondamen satu kali pe­ 
meriksaan, jika bacgur an telah selesai ; 

b. banguuan-bangunan dari bahan-bahan yang sejenis de­ 
ngan yang terse but sub I a. diatas, diatas kaki dar i 
b rtu a tau urr pak-umpak satu kali pemeriksaan, ji. a 
bangunan telah selesai ; :·· . 

c. bangunan-bangunan diatas kaki dari batu atau umpak­ 
umpak deug e a tiac:g:tiaog dan rangka dari kayu dan 
dioding dari g:::::g c:ia !:ali pcmeriksaan, ialah sebelura 
dinding dan a.ap ci;ias:ng dan jika bangunan telah se­ 
lesai ; 

d. bangunan-bangucan dengan konstruksi yang sej enis de­ 
ngan yang terse our S\lJ I a. diatas, tetapi de ag an din­ 
ding-dinding da:-l P?.??:2 dua kali perneriksaac .alah se­ 
belum dinding dan atap dipasang , dan jika bangunan 
telah selesai ; 
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e. bangunan-bangunan diatas pondamcn kc iiling, dar i rang­ 
ka kayu atau besi dengao pcng.sian pasaagan setcngah 
batu atau deogan dioding keliling dari logam, tiga kali 
pemeriksaan ialah jika pondarnen tela h dipasang, jika 
pe kerjaan telah selesai dipasang. kccuuli penutup atap­ 
nya, dan jika bangunan itu telah sclcsai selur ubnya ; 

f, bangunan-bangunan dengan tembok luar dari sedik itnya 
satu batu atau tembok dari beton bertulang ; 
empat kali pemcriksaan, ialah jika pondamen telah di­ 
pasang jika balok langit-langit atau penggantuug langit­ 
langit telah dipasang dengan besi sauh, jika pekerjaan 
selesai, kecuali penutup arapnya, dan jika bangunan itu 
tel ah selesa i seluruhnya. 

II. Pada peagubahao a tau penggantian sebag ian, dengan mern­ 
pertahankan ternbok-tembok luar jika n.engenai : 

a. bangunaa-bangvnan scbagai dirnaksud dalarn . ayat (1) 
sub la, b, c dan d pasal iui ; 

b. bangunan-bacgunan sebagai dirnak sud dalarn ayat (I) 
sub I e dan f pasal ini . dua kali pemeriksaan ; 

111. Pada pembaharuan dan perbaikan dengan tidak mengada­ 
kan peru bahan konstruksi dan pembagiannya : 
satu kali perneriksaan, jik a pekerjaan telah selesai. 

lV. a. · pada pembuatan jernbatan-jcrnbate n, urung-uruog, ba­ 
ngunau-bangunan pintu air dan bangunau-bangunan air 
dan brngu;ian- bangunan air lainnya dalam pasangan 
batu ; 
tiga kali perneriksaan, ialah jika ponda men telah dipa­ 
sang jika bagian bawah telah cukup tinggi dan jika 
pekerjaaa telah selesai seluruhnya : 

b. pa da pemasansan ketel uap : 
trga kali pc.neriksaan, ialah jika pondameo telah dipa­ 
sang sebelurn saluran-saluran asap dit utup, dan jika se­ 
I uruhoya telah selcsai. 

.. 

V. P.ada pernbuatan tcmbok-ternbok pa ngkalan, turap-turap, 
• beudungan -bcndungan, pungkalan-paugkalan, kolam-k olam 
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dengan pas angan dan teras-teras dua kali pemeriksaan, ia­ 
lah -jika lapisan dasar telah dipasang dan jika pekerjaan 
telah selesai. 

VI. Hanya satu kali pemeriksaan ialah : 
a. para pembuatan, perbaikan atau penggantian p rgar-pa­ 

gar pernisah dari tcmbok / kayu dari halaman a tau ba­ 
gian halarnan, dan pada pemasangan pagar dari logam/ 
kayu, baik yang dapat digerakxan maupun yang tetap: 

b. pada pembuatan sumur-sumur air : 
c. pada pembuatan pangunan riogan untuk meliotasi se­ 

lokan-selokan atau parit- parit sepanjang jalan umum : 
d pada pemasangan selokan-selokan, got-got dao saluran­ 

saluran air ; 
e. pada pembongkaran deogao tiada pembangunan kem­ 

bali, dan pada peodirian bangunan dari kayu guna per­ 
tunjukan umurn seperti Cirkus dan lain sebagainya. 

(2). Pe mbuat bangunan bcrkewajibao tepat pada waktunya mem­ 
berirahukan kepada Penata Sernpadan setiap kali, jika peker­ 
jaan telah mendapat taraf sedemikian, sehing ga harus dilaku­ 
kan pemeriksaan tersebut diatas, ia berkewajiban juga dalarn 
tempo satu bulan sesudah pekerjaan selesai seluruhnya, mem­ 
beritahukan ha! ioi kepada Penata Sernpadaa. 

(3). Jik a untuk tujuan tersebut diperlukan lebih banyak pemcrik - 
saan dari pada yang tersebut diatas, Peoata Sempadan seialu 
diwajibkan mengadakan pemer iksas n, begitu pula jika Bupati 
Kepala Daerah memerintahkan yang demikian. 

(4). Keterangan-keterangan tentang pemeriksaan itu o'eh Pena ta 
Sernpadan ditulis diatas turunan surat kepurusan idzin mem­ 
buat bangunan terse but, yang diterimakan kepada ) ang ber­ 
kepentingan. 

Pasal 44 

( 1\ Terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh Penata Sernpadan 
dao yang meourut pandangannya perlu drbuat kan berita acara 
olchnya dibuatkau bcrita acara atas dasar sumpah jabatan, 
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(2). Sebagai jaminan untuk yang berkepentingan, Penata Sempadao 
berkewajiban sekurang-kurangnya enam jam sebelurnnya mere­ 
beritahukan kebendaknya untuc melakukan pemeriksaan yang 
untuknya dikenakan pembayaran, schingga rnereka jika meng­ 
hendaki, dapat menyaksikannya. 

(3). Dengan tidak mengurangi kctentuan dalam pasal 211 dan pa­ 
sal 212 Kitab Undang-undang Hukum Pidaoa, dilarang me­ 
ngganggu Penata Sempadan dalam menjal mkan pekerjaannya, 

BAB VI 
U.\NG - SEMPADAN 

• 

Pasal 45 

(1). Untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan olch Per ata Sem­ 
padan dipungut pernbayaran yang disebut uaog sernpadan, 
yang harus disetork aa kepada Pea.egang Kas Pemer intah Da­ 
erah dan dihituog meourut ayat 12) pasal ini sorta menurut 
tarip yana tercanturn dalam ayat (3J pasal ini, 

(2,'. Unruk scmua macarn bangunan, pekerjaau-pekerjaan dari kayu, 
sumur kotoran/air. jembatan, uruog urung, pekerjaau-pekerjaan, 
pintu air dan bangunan- bangunan air lainnya, ternbok pani;­ 
kalan, kecel deogan pasangan, tung ku-tungku, kolam-kolarn, 
teras-teras, bendungan dan pangkalao, uang sernpadan dihitung 
mcnurut luasnya yang uotuk pckcrjaan masing- rnas.ng diukur 
sebagai beri cut : 

a. untuk bangunan-bangunan : 
antara sisib-sisih luar dari kaki-kaki dinding, dengan pe­ 
ngerriau bahwa buat bangunan-ba ngunau oertingkat lecih 
dari satu, untuk trap-trap tingkat dihitung 2/3 dari luas 
den ah 

b. untuk bendungan dan pangk alan : 
dari ka ki sarnpai kaki ; 

c untuk jcrnbatan, urung urung dan bangunau-bangunan air 
dengan menentukan luas de ri sudut banyak yang di.arik 
melirigkari pondamen .· scbelah lua r ( terhitung ponfamcn 
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pangkal, penauggung tengab, ditarnbah deogan iuas lantai 
jernbatanJ dcngan tidak memaodang terbuat dari bahau apa, 
uotuk turap-turap dan batas-batas halaman uang sezipadan 
dihitung meourut ukuran paoja.ngoya. 

(3;. Besarnya uaag sempadan adalah : 
a. uotuk bangunan perumahan tiap I M2 dikenakan beaya Rp 5,­ 

(lima rupiah). 
b. untuk pagar tembok, sumur dao got tiap-tiap 1 M sebagai 

berikut ; 
l. Got I M2 panjang dikenakan Rp 50,- (lirna puluh ru­ 

piah). 
2. pagar ternbok I M panjang dikenakan Rp JOO,- (seratus 

rupiah); 
3. sumur I M panjaa g dikenakan Rp. 250, (dua ratus lima 

puluh rupiah). 
c. untuk laotai tiap 1 ~f 2 dikenakao beaya Rp 10,- (sepuluh 

rupia .. ). 
d. uotuk urung-urung, je mbatan-jembatan, tembok pangkalan, 

kolarn-kolam sebagai berikut ; 
1. urung-urung (/) 20 cm dikenaken Rp 5C,- I M pa njan g 

dan lehib/(1) 20 cm iiap-tiap tarnbah 5 cm diame ter nya 
dengan ta mbahan beaya Rp 15, (Iima bela s rupiah) 

2. Jembatan dihituag I M2 dikenakan benya Rp J•:u,- (Se­ 

ra tus rupiah). 
3 Tcrnbok pangkalau, tur a p turap dihitung 1 \1 p mja ng 

Rp 100,- (seratus rupiah). 
4. Kolam I M2 dikenakan Rp 5,- (lima rupiah). .. 

(4) Luss yang diperhitungkan diper oleh dari Juas sesuug gub nya 
dengan mer gadakan ernpat peuelitiau koreksi (correcties i 

ke - I mengenai bahan-bahan yang dipergunakan 
ke - 2 meogeoai tinggi loteng ; 
kc - 3 mengenai tujuan penggunaan bangunan 
kc · 4 rne ngeua: letak banguna n ; 
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(5). Untuk melakukan penelitian pertarna luas sesungguhr.ya diper­ 
gandakan dengan ketcntuan-keteatuan ( koefficien-koefficien ) 
berikut : 
a untuk bangunan yang seluruhnya dibuat dari bambu atau 

tenda, tidak dengan pasangan ; 1 (satu) ; 
b. untuk bangunan yang dibuat dao babao-bahan yang sejenis 

dengan yang tersebut dimuka, tetapi didirikan diatas kaki 
batu atau umpak ; 

c. untuk bangunan dengan tiang-tiang dan konstruksi rangka 
dari kayu, tetapi deogan dioding gedeg ; 4 (empat) ; 

d. untuk bangunan dengan konstruksi yang serupa dengan 
yang dimuka, tetapi dengan dinding dari papan IO (sepu­ 
Jub) ; 

e. untuk bangunaa dari rangka kayu atau besi ( hauten of 
yzerenvakwerx) dengan pengisian setengah batu atau dengan 
dindmg dari logam ; dan bangunan tembok setengah batu 
dengan penanggung-penaaggung tembok; dan kolamkolam 
d eogan pasangan serta teras ; 16 ( enam belas) ; 

f. uotuk bangunan dengan tembok luar dari se-kurang=ku­ 
raognya satu batu, atau dengan ternbok-tembok beron ber­ 
tulang, jembatan-jembatan, pekerjaan-pekcrjaan pintu air, 
tembok=tembok pangkalan, ketel uang dengan pasangan 
dan tungku-tungku 30 (tiga puluh) 

(6). Untuk melakukan penelitian kedua Juas sesunggunhnya diper­ 
gandakan dengan ketentuan- ketentuan ( koefficien - koeffic.en) 
berikut ; 

untuk gedungjrumah yang tingginya : 
sarnpai .......................................... ··~ 3,CO Meter 1,00 
dari 3,0 l Meter sampai •· • • • .... •u• • ••• • ••••- 3,25 Meter 1,05 
daii 3,05 Meter sa mpai - ...................... s.so Meter 1, IO 
dari 3,51 Meter sampai ........ . . ... . .. . ... 3,75 Meter l.15 
dari 3, 7 5 Meter sarnpai ....................... 4,00 Meter 1,20 
dari 4,01 Meter san.pai ········ ............ 4,50 Meter 1,35 
dar i 4,50 Meter sampai ...................... , 5,00 rv. ercr ' 1,60 
lebih dari ............................... . . 5,00 Meter 2,00 
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(7). Tinggi gcdung/rumali dihitung dari atas lan tai saznpai langit­ 
lang it atau blandar. 

(8;. Penelitian (kcreksii ketiga hanya dilakukan, jika geduogfrumah 
bagiannya yan~ menurut pendapat Bupati Kepala Daerah khu­ 
sus dipergunakan uctuk tempat bekerja atau gudang ; luas 
sesuogguhnya dari gedung/rumah itu guna semua perhitungan 
yang dimaksud diatas, dipergandakan dengan 0, 50 (setengab) ; 

(9). Untuk tiap pemeriksaan yang dimaksud _dalam ayat (2) pasal 
43, dikenakan pembayaran Rp 600,- untuk dmding gedeg .'.... 
pa pan. 
Rp 1.200,- unruk dinding tembok 1/2 batu, 
RJJ 1.250,- untuk bangunan dinding tembok l batu dan ba­ 
ngunan lain termasuk beton bertulang, jernbatan seperti pasal 
45 ayat (S). 

Pasal 46 
Atas permintaan yang berkepentingan, Bupati Kepala 

Daerah daaat mernberi pembebasan seluruhnya atao sebagian dari 
pembayaran uang sernpadan yang terbituog buat pengawasan pern­ 
buatan bangunan deogao ketentuann : 
a. jika bangunan yang bersangkutan diselenggarakan khusus untuk 

peribadatan umum (masjid, suran, klenteng atau gereja) ; 
b. jika banguuari-bangunan yang bersangkutsn diselenggarakan oleh 

badan setengah resmi (semi officiel) a tau oleh bac m · badan hu­ 
kum lainnya (yayasan-yayasan, Iembaga-Iembaga) yang diper­ 
untukkan khusus untuk keperluan amal dan/atau kepentingan 
umum ; 

c. jika rurnah-rumah itu dibuat menurut contoh-contoh baku yang 
dibebankan oleh ,- .••.....••....•••........••....••..•••••• 

d iika pemegang idzin yang bersangkutan dapat membuktikan ke­ 
pada Bupati Kepala Daerah bahwa ia tidak atau kurang mampu. 0 

Pasnl 47 
Uang sernpadan dan uang pemeriksaan dibayar olch 

peminta idzin kepada Pemegang Kas Daerah segera sete'a h me­ 
nerirna surat perinta h untuk menagih yang dik eluarkan u ntuk itu 
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BAB VII 

KETE!'HUAN-KETENTUAN HUKUM DAN PENUTUP 

Pa s a I 48 

Pelanggaran ketentuan-keteotuan dalam pasal-j-asal 5, 
11 ayat (2, 12, 13, 15 ayat (2), (3) dan {4), 16 ayat (3J. pasal 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28 29, 31, 31, 34, 35, 36 dan pa­ 
sal 38 ayat ( l ) atau tid ak mcmenuhi syarat-syarat yang tercan rum 
dalam idzin yang dimaksud dalarn pasal 5 peraturan daerah ini, 
dihukum dengan hukumao kurungan se-Jarna-Iamanya enam bulan 
atau hukuman d enda se tinggi-tingginya Rp 50.000,- (lirna puluh 
ribu rupiah). 

Pa s al 49 

(1). Mereka yang rr.elanggar dan tidak memenuhi ketentuari-ke­ 
tentuan dalam peraturan daerah ini, dalarn waktu yang di­ 
tentukan oleb Bupati Kepala Daerah, berkewajiban mengerjakan 
apa yang perlu untuk melengkapi sesuatu yang masib kura ng 
dan/atau uotuk menyiogkirkan, mengubah atau me mperbaiki 
segala sesuatu yang dilalaikan atau yang diperbuat bertentangan 
at au tidak sesuai dcngan peraturan daerah ini, 

(2). Jika mereka melalaikanoya maka hal itu dikerjakan oleh Da­ 
erah atas biaya yang berkepen tingan. 

Pa s aI 50 

• 
(J ). Yang diserabi juga mengusut peianggara n-pelan ggaran pera­ 

iuran daer ah ini ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu­ 
paten Dae rah Tingkat II Rernbang, Penata Sempadan dan 
Ka. Sub. Inspektorat Daerah Kabipatea Daerah Tingkat II 
Rem bang. 

(2). Pegawai tersebut dalarn ayat (1 ), harus segera mernbuat be­ 
buat berita acara sesuai dengan apa yang diketahuinya tentang 
semua pelanggaran-pelacggaran peraturan daerah ini. 
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Pasal 51 

(I). Peraturan Daerah ini dapat disebut ,. Peraturan Dae ran ten tang 
Idzin Mendirikan dan Membongkar bangunan-bangunan Ka­ 
bupaten Daerah 1 ingk at II Rernbang" dan mulai berlaku pada 
hari pertama sesudah hari peoguodangaooya. 

(2). Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak ber­ 
laku lagi Peraturan Daerah Tingkat II Rembaog tgl. 25-4-1%2 
dimuat dalam Lembaran Jawa Tengah Seri C. No. 3 Tahun 
1963 disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah 
deogan surat keputusan tanggal 6 September 1952 No. HK. 
4/141/19 diundangkan pada tanggal 31 Desember l962, dengan 
segala rangkaian dan perubahannya. 

Dewan Perwakilan Raky .. t Daerah 
Kabupaten Daerah Tingkat II 

Rem bang 
Ket u a, 

Rembang, l Ncpamber 1£77 
Bupatl Kepala Daeraa Tingkat II 

Rem bang, 

( JAGI GITOE) ( Ors. SOEH A RJONO) 
NlP. 01co222e2 

Peraturan Daerah ini telah disah'can cle h : 
Gubemur ~epa!a Daerah [awa Te:-igah 

dqn. srt, kep. tgl. 12 - 6 - 1978 No, Hk, 23-! / 1273 
Sekretar!s Dasrah ; 

B. / Kepala Biro Hukurn ; 

( NAWAWI S. H. ) 
NIP. 500025890 

Diundanqkan dalam Lernbaran Daerab Tingkat II 
Rembang No, S Tahun 1978 Seri B. pada tanggal 
25 Juni 19781 

(Tambilhan Lembaran Daeeah Tahun ----- 
No. ). 

Selcrelarig Wilayah/Daerab ; 

( SOEMOJO HADIWINOTO S. H. ) 
NlP. ;0003C937 
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